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BAB l1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Tanah adalah salah satu sumber kehidupan bagi manusia karena dapat 

menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena 

jumlahnya terbatas, pengelolaannya perlu diatur oleh pemerintah.
1
 Karena 

keterbatasan tanah, sering terjadi perebutan hak atas tanah yang dapat memicu 

sengketa tanah yang berkepanjangan. Pemilik tanah bahkan bersedia berkorban 

demi mempertahankan kepemilikannya.
2
 Oleh karena itu, pemerintah berupaya 

menyelesaikan sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari konflik yang 

dapat merugikan masyarakat, seperti tanah yang tidak dapat digunakan karena 

masih dalam status sengketa.  

 Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu : 

1. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian (mediasi) di luar pengadilan, 

yang merupakan bagian dari sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Sistem ini berakar pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang 

mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian 

sengketa.  

2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, yang juga diatur dalam 

UUD 1945. Selain itu, hukum tertulis lainnya yang mengatur mediasi adalah 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 

dalam penjelasan Pasal (3) menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar 

                                                           
1
 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftrannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2007), hlm. 112.  
2
 Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran 

Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN Press, 2009) hlm. 3. 
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pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap 

diperbolehkan.
3
 

Untuk menyelesaikan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

berfungsi sebagai lembaga mediasi yang menyelesaikan konflik dengan 

menekankan prinsip keadilan, yaitu menyelesaikan perselisihan melalui 

musyawarah yang saling menghormati hak dan kepentingan semua pihak terlibat 

dengan prinsip dasar “win-win solution” atau kemenangan bersama. Pemerintah 

juga mendukung proses ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4
. Keputusan yang diambil 

diharapkan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga dapat mencapai 

penyelesaian yang damai antara pihak-pihak yang bersengketa.  

 Di masyarakat saat ini, seringkali sengketa tanah diselesaikan melalui 

litigasi di lembaga peradilan umum, yang biasanya menghasilkan “win-lose 

solution” dan memerlukan waktu, biaya, serta tenaga yang besar, karena mediasi 

atau perdamaian di luar pengadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, pengadilan 

sering menjadi opsi terakhir untuk penyelesaian sengketa tanah. Proses 

penyelesaian sengketa tanah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Hukum 

Acara Perdata, yang mencakup peraturan tentang bagaimana seseorang harus 

bertindak di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan harus beroperasi 

dalam menerapkan hukum tersebut.
5
 

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata memiliki peran yang 

sangat penting dan kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas ini meningkat 

                                                           
3
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakima. 

4
 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: 

PT Rajagrafindo Parsada,2010), hlm. 66. 
5
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karena pembuktian melibatkan kemampuan untuk merekonstruksi kejadian atau 

peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari 

dalam proses peradilan perdata bukanlah kebenaran mutlak, melainkan kebenaran 

relatif atau bahkan kemungkinan, pencarian kebenaran semacam itu tetap 

menghadapi berbagai tantangan.
6
 

 Pada dasarnya, pembuktian adalah proses untuk memastikan kebenaran 

suatu peristiwa secara jelas dalam persidangan, dengan menggunakan alat-alat 

yang disediakan oleh hukum. Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan 

alasan logis mengenai mengapa suatu peristiwa dianggap benar. Dalam 

penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah memeriksa apakah 

hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Untuk itu, hakim 

harus mengetahui kebenaran peristiwa secara objektif melalui proses pembuktian. 

Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran 

mengenai peristiwa tersebut dan untuk menentukan hubungan hukum antara 

kedua belah pihak serta menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.
7
 

 Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah proses penyajian alat-alat 

bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa kasus, dengan 

tujuan untuk memberikan kebenaran dan kepastian mengenai suatu peristiwa.
8
 

Secara umum, dalam hukum acara perdata di Indonesia, beban pembuktian 

mengikuti prinsip bahwa “siapa yang mengajukan dalilnya, maka dialah yang 

wajib membuktikannya”. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR/283 

                                                           
6
 M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet, Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 498. 
7
 Tata Wijayanta, et, al,2009, Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan 

Akttif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal, (Yogyakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada), hlm. 1. 
8
 Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 83.  
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RBG, yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mengklaim memiliki suatu hak 

atau mengajukan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau membantah hak 

orang lain, harus membuktikan adanya perbuatan tersebut”. 

Serifikat Hak Atas Tanah itu sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

Demikian ketentuan Pasal 32 ayat(1) PP No. 24 Tahun 1997 Tntang Pendaftaran 

Tanah.  

Hukum Acara Perdata mengenal macam-macam alat bukti,dimana hakim 

terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh 

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-

Undang saja. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang disebutkan oleh 

Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR 
9
dan Pasal 1866 

KUH Perdata
10

, yaitu (a) Bukti tulisan/Bukti dengan Surat, (b) Bukti saksi, (c) 

Persangkaan, (d) Pengakuaan, (e) Sumpah. Selain itu, terdapat dua alat bukti 

tambahan yang digunakan di luar ketentuan yang disebutkan sebelumnya, yaitu 

pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 RBG, serta 

keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 RBG. 

 Proses pembuktian, sebagai salah satu bagian penting dalam hukum acara 

perdata, merupakan tahap krusial dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim tidak 

dapat memutuskan kasus tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu. 

                                                           
9
 Reglemen Idonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M 

Karjadi,(Bogor: Politeia, 1992), Pasal 164. 
10

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahka oleh Subekti 

dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1866. 
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Pembuktian secara yuridis tidak bertujuan untuk menemukan kebenaran mutlak, 

karena alat-alat bukti seperti pengakuan, kesaksian, atau dokumen yang disajikan 

oleh pihak-pihak yang bersengketa mungkin saja tidak benar, palsu, atau 

dipalsukan. Meskipun demikian, hakim harus memberikan keputusan yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

 Pemeriksaan setempat adalah aspek penting dalam hukum pembuktian, 

meskipun secara formal tidak dianggap sebagai alat bukti menurut Pasal 1866 

KUHPerdata, Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 RBG. Namun, pemeriksaan setempat 

diatur dalam HIR di Pasal 153, RBG di Pasal 180, dan RV dalam Bab II, bagian 7, 

yang mencakup Pasal 211-214 mengenai pemeriksaan dan penyaksian di lokasi. 

Pasal 153 HIR menyatakan bahwa “Jika ketua pengadilan menganggap perlu, ia 

dapat menunjuk satu atau dua anggota majelis, dengan bantuan panitera 

pengadilan, untuk memeriksa keadaan setempat dan memberikan keterangan 

kepada hakim.” Pasal ini menjelaskan bahwa jika hakim membutuhkan informasi 

tentang objek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, hakim dapat 

menunjuk seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. 

 Sehingga, hakim dapat memanfaatkan pemeriksaan setempat untuk 

memastikan kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi sengketa dan 

memperkuat dasar dalam memberikan keputusan. Pemeriksaan setempat ini, 

meskipun dilakukan di luar persidangan, memiliki makna penting baik bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi hakim yang bertugas dalam kasus 

sengketa tanah. Dengan hakim melihat langsung keadaan yang sebenarnya, 

diharapkan keputusan yang diambil akan lebih adil bagi kedua belah pihak. 
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 Namun, sering kali terjadi perbedaan yang tajam antara apa yang 

disampaikan oleh para pihak di hadapan majelis, meskipun hakim di persidangan 

berusaha untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, 

pemeriksaan setempat adalah upaya hakim untuk memeriksa dan mengadili 

perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Dalam 

putusannya, hakim harus menyertakan alasan-alasan atau pertimbangan yang 

menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya.  

 Pada Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Sdk, perkara ini dimulai ketika 

penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sidikalang. Dalam gugatan 

tersebut, penggugat mengklaim bahwa ia adalah anak kandung dan ahli waris sah 

dari almarhum Mangara Sinaga dan istrinya, Saur Mina Sirait. Berdasarkan 

hukum dan isi Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah tertanggal 29 

Oktober 1989, penggugat berhak untuk mempertahankan harta peninggalan 

almarhum Mangara Sinaga, berupa sebidang tanah seluas 5000 meter persegi yang 

terletak di Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. 

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mangara Sinaga (orang tua penggugat) 

dimohonkan tergugat untuk di ijinkan mengelolah sebagian dari tanah tersebut, 

dengan rasa kekeluargaan Almarhum Mangara Sinaga mengijinkan untuk 

mengelolahnya dengan perjanjian hanya ditanami tanaman-tanaman muda dan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh keluarga almarhum Mangara Sinaga maka 

harus dikembalikan seketika itu juga oleh si tergugat. Bahwa kemudian setelah 

meninggalnya Mangara Sinaga Taun 1991 bahagian bidang tanah yang diusahai 

tergugat masih tetap di usahainya sampai meninggalnya Saur Mina Br. Sirait 
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Tahun 2004, dimana setelah meninggalnya kedua orang tua penggugat, penggugat 

serta saudara-saudaranya meminta kembali bahagian bidang tanah bundel harta 

orang tua penggugat tersebut dari si tergugat untuk dengan leluasa di kuasai dan di 

usahai kembali oleh penggugat beserta saudara-saudaranya dan menikmati 

hasilnya. Si tergugat meminta tanah yang dimohokan tergugat untuk di 

kembalikan. Namun si penggugat beserta saudara-saudaranya terkejut dan merasa 

heran karena tergugat bukanya mengembalikan bahagian tanah bundel Harta 

Orang Tua penggugat, malah bersikeras untuk tidak mau mengembalikannya dan 

mulai menanami tanah tersebut dengan tanaman keras seperti, tanaman kopi serta 

mendirikan pondok. Penggugat telah berupaya berulang kali meminta kembali 

tanah tersebut kepada tergugat untuk mengembalikan bahagian tanah bundel harta 

orang tua penggugat secara kekeluargaan, namun tergugat tidak mengubrisnya 

dan malah mulai mengancam penggugat kalo berani mengambil alih tanah yang 

dimaksudkan.  

 Tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh tergugat adalah sebagian dari 

area di bagian belakang dengan ukuran sekitar 2350 meter persegi. Hasil 

pemeriksaan di lokasi pada hari Jumat, 20 November 2020, Majelis hakim 

menemukan bahwa luas objek sengketa berdasarkan 8 titik pengukuran adalah 

sekitar 2.817,97 meter persegi. Jumlah ini berbeda dengan luas tanah yang 

diklaim oleh penggugat dalam gugatannya, yaitu 2350 meter persegi. 

 Selama proses pembuktian di persidangan, terdapat perbedaan signifikan 

mengenai luas tanah yang menjadi objek sengketa antara yang tercantum dalam 

gugatan dan hasil pemeriksaan setempat. Perbedaan ini berpotensi menyebabkan 

putusan yang tidak dapat dilaksanakan(Non executable). Oleh karena itu, majelis 
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hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak tepat dan tidak jelas, sehingga 

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh masalah tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi 

dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Pembuktian Di 

Persidangan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum 

Acara Perdata” (Sudi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang 

diajukan penulis adalah: 

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam 

penyelesaian perkara perdata sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Acara 

Perdata? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum 

pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara perdata sengketa 

Tanah (Studi Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2020/PN Sdk)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang diangkat penulis dalam penelitian 

ini,yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum pembuktian di persidangan 

dalam penyelesaian perkara perdata sengketa tanah berdasarkan hukum 

acara perdata. 



10 

 

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai 

kekuatan hukum pembuktian di persidangan dalam penyelesaian perkara 

perdata sengketa tanah (Studi Putusan Nomor :25/Pdt.G/2020/PN Sdk).  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diangkat penulis menjadi manfaat penelitian 

skripsi,yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

kegunaan dalam ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan pembaca, 

khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pembuktian di 

persidangan sebagai salah satu proses dalam penyelesaian sengketa tanah 

menurut hukum acara perdata. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

referensi bagi pembaca terutama bagi setiap orang yang berminta untuk 

mengikuti dan belajar di fakultas Hukum di setiap kampus atau perguruan 

tinggi, dan juga dapat sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat 

lebih mengetahui pembuktian dipersidangan sebagai salah satu proses 

dalam penyelesaian sengketa tanah. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah memenuhi salah satu syarat untuk 

meraih gelar Strata-1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum, khususnya 

di bidang Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kekuatan 
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hukum pembuktian di persidangan sebagai salah satu proses dalam 

penyelesaian sengketa tanah menurut hukum acara perdata. 
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BAB lII 

TINJAUAN lPUSTAKA 

A. lTinjauan lUmum lTentang lHukum lAcara lPerdata 

1. lPengertian lHukum lAcara lPerdata l 

Pada lliteratur-literatur lhukum lacara lperdata, lada lbeberapa lmacam ldefinisi 

lHukum lAcara lPerdata ldari lbeberapa lahli lyang lmemberikan lrumusan lyang lberbeda-

beda lnamun lmemiliki lprinsif ldan ltujuan lyang lsama. lAda lpun lpendapat lpara lahli 

ltersebut lyaitu lsebagai lberikut: l 

1. Zainal lAsikin, lmenyatakan lbahwa; 

“Hukum lAcara lPerdata ladalah lRangkaian lperaturan lyang lmemuat lcara 

lbagaimana lorang lharus lbertindak ldi lmuka lpengadilan ldan lcara lbagaimana 

lcara lpengadilan lharus lbertindak lsatu lsama llain luntuk lmelaksanakan 

lberjalannya lperaturan lhukum lperdata.”
11

 lLebih llanjut lZainal lAsikin 

lmengemukakan lbahwa lHukum lAcara lperdata ladalah lperaturan lhukum lyang 

lmenentukan lbagimana lcara lmenjamin lpelaksanaan lhukum lacara lperdata 

lmateril. lSelain litu ljuga, lHukum lAcara lPerdata ljuga lmengatur lbagaimana 

lcaranya lmengajukan ltuntutan lhak, lmemeriksa lserta lmemutuskan ldan 

lpelaksanaan ldari lputusannya.
12

 

2. Sudikno lMertokusumo, lMenyatakan lbahwa; 

“Hukum lAcara lPerdata ladalah lPeraturan lhukum lyang lmengatur lbagaimana 

lcaranya lmenjamin lditaatinya lhukum lperdata lmateril ldengan lperantara lhakim l 

lDengan lkata llain, lHukum lAcara lPerdata ladalah lperaturan lhukum lyang 

                                                           
11

 lZainal lAsikin, lHukum lAcara lPerdata ldi lIndonesia, lRajawali lPress, lJakarta, l2007, 

lhlm.6 
12

 lZainal lAsikin, lOp.Cit, lhlm.6 
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lmenentukan lbagaimana lcaranya lmenjamin lpelaksanaan lhukum lperdata 

lmateril”.
13

 

3. Retno lWulan lS. ldan lIskandar, lMenyatakan lbahwa; 

“Hukum lacara lperdata ldisebut ljuga lhukum lperdata lformal, lyaitu lsemua 

lkaidah lhukum lyang lmenatur ldan lmenentukan lcara lbagaimana lmelaksanakan 

lhak-hak ldan lkewajiban lperdata lsebagaimana lyang ldiatur ldalam lhukum 

lperdata lmateril.”
14

 

4. Lilik lMulyadi lmenyebutkan lbahwa lhukum lacara lperdata ladalah:
15

 l 

a. Peraturan lhukum lyang lmengatur ldan lmenyelenggarakan lbagimana lproses 

lseseorang ldalam lmengajukan lperkara lperdata l lkepada lHakim latau 

lPengadilan. 

b. Peraturan lhukum lyang lmenjamin, lmengatur lserta lmenyelenggarakan 

ldengan l lbagaimana lproses lyang ldilakuan lhakim ldalam lpengadili lperkara. 

c. Peraturan lhukum lyang lmengatur lproses lbagaimana lcaranya lhakim 

lmemeutus lperkara lperdata. 

d. Peraturan lhukum lyang lmengatur lbagaimana ltahap lpelaksanaan lPutusan 

lHakim. 

Dari lbeberapa l lpendapat lpara lahli ltentang lpengertian lhukum lacara lperdata 

ldiatas ldapat ldisimpulkan lbahwa lhukum lacara lperdata ladalah: lKumpulan laturan 

lyang lmengatur ltata lcara lpenyelesain lsengketa ldalam lperkara lperdata ldi 

lpengadilan. lDan lTujuannya ladalah luntuk lmemberikan lprosedur lyang ljelas ldan 

                                                           
13

 lSudikno lMertokusumo, lOp.Cit, lhlm.2 
14

 lRetno lWulan lS. ldan lIskandar lO, lHukum lAcara lPerdata lDalam lTeori ldan 

lPraktik, lAlumni, lBandung, l2002, lhlm. l1-2 
15

 lLilik lMulyadi, lHukum lAcara lPerdata lMenurut lTeori ldan lPraktik lPeradilan 

lIndonesia, l(Jakarta l: lDjambatan, l1999), lhlm.150 
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lterstruktur luntuk lmengadili lkasus-kasus lyang lberkaitan ldengan lhak ldan lkewajiban 

lantar lindividu ldan lantara lindividu ldengan lbadan lhukum. l 

2.Tujuan ldan lSifat lHukum lAcara lPerdata 

Aturan lhukum lyang ldibuat loleh lmanusia ltetunya lmemiliki ltujuan ltersendiri 

lyang lhendak ldi lcapai, ldemikian lpula ldengan lHukum lAcara lPerdata lmemiliki 

lbeberapa ltujuan lyaitu: l 

1. Mencegah lterjadinya lmain lhakim lsendiri l(eigenrichting). 

2. Mempertahankan lhukum lperdata lmateril. 

3. Menjamin ldan lmemberikan lperlindungan lterhadap lhak-hak ldan lkepentingan 

lindividu latau lkelompok lmasyarakat ldalam lkedudukan lsebagai lsubjek 

lhukum. 

Hukum lAcara lPerdata, ldilihat ldari ltujuaanya lmemiliki lbeberapa lsifat lsebagai 

lberikut: 

1. Bersifat lmengatur; 

Dikatakan lbersifat lmengatur, ldikarenakan lketentuan lhukum lacara lperdata 

lmengatur ltentang ltata lcara lbagimana lseseorang lmempertahankan ldan 

lmendapat lperlindungan lsecara lhukum lmelalui lpengadilan. 

2. Bersifat lmemaksa; 

Selain lbersifat lmengatur, lketentuan lHukum lAcara lPerdata ljuga 

lbersifat lmemaksa, ldikarenakan lketentuan lyag lada ldalam lhukum lacara 

lperdata lmengikata lpara lpihak lyang lberperkara. lSemua lketentuan-ketentuan 

lyang lada ldidalam lperaturan lHukum lAcara lPerdata lharus ldipenuhi loleh lpara 

lpihak lyang lberperkara lmisalnya lketentuan lbatas lwaktu lmengajukan lbanding 

lterhadap lputusan lpengadilan ltingkat lpertama lyang ldibatasi l14 lhari lsetelah 
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lputusan lhakim lpengadilan ltingkat lpertama ldiberitahukan lkepada lpihak lyang 

lberperkara lsebagaimana lyang ldiatur ldalam lpasal l7 layat l(1) lUndang-Undang 

lNomor l20 lTahun l1947 lTentang lPeraturan lPeradilan lUlang ldi lJawa ldan 

lMadura. 

3. lAsas-Asas lHukum lAcara lPerdata 

Hukum lAcara lPerdata lmemiliki lbeberapa lasas lyang lakan lmenjadi ldasar ldari 

lketentuan ldalam lhukum lacara lperdata ltersebut, lBerikut lini lbeberapa lasas lpenting 

ldalam lHukum lAcara lPerdata,yaitu lsebagai lberikut: l 

1. Hakim lBersifat lMenunggu 

Asas ldari lpada lhukum lacara lperdata lialah lbawa ldalam 

lpelaksanaanya,dengan linisiatif luntuk lmengajukan ltuntutan lhak ldiserahkan 

lsepenuhnya lkepada lyang lberkepentingan. lJadi lapakah lakan lada lproses latau 

ltidak, lapakah lsuatu lperkara latau ltuntutan litu lakan ldiajukan latau ltidak, 

lsepenuhnya ldiserahkan lkepada lpihak lyang lberkepentingan. lKalau ltidak lada 

ltuntutan lhak latau lpenuntutan lmaka ltidak lada lhakim, ldemikian llah lbunyi 

lpemeo lyaitu l(Wo lkein lKlager list lkein lRichter;nemo ljudex lsine lactore). 

Jadi ltuntutan lhak lyang lmengajukan ladalah lpihak lyang 

lberkepentingan, lsedangkan lhakim lbersifat lmenunggu ldatangnya ltututan lyang 

ldatang lkepadanya lyang ldisebut ldengan: liudex lne lprocedat lex lofficio. lHakim 

lbersifat lmenunggu lberarti lbahwa linsiatif lpengajuan lgugatan lberasal ldari 

lpihak l lyang lberkepentingan. lHakim lpengadilan lhanya lmenunggu ldiajukannya 

ltuntutan lhak loleh lpenggugat. lDalan lhal lini lyang lmengajukan lgugatan ladalah 

lpihak lyang lberkepentingan.
16
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2. Hakim lBersifat lPasif 

Hakim ldidalam lmemeriksa lperkara lperdata lbersikap lpasif lyaitu ldalam 

larti lkata lbahwa lruang llingkup latau lluas lpokok lsengketa lyang ldiajukan lkepada 

lhakim luntuk ldiperiksa lpada lasasnya lditentukan lpara lpihak lyang lberperkara 

ldan lbukan loleh lhakim. lHakim lhanya lmembantu lpara lpencari lkeadilan ldan 

lberusaha lmencari lsegala lhambatan ldan lrintangan luntuk ltercapainya lsuatu 

lperadilan. lHakim lharus laktif lmemimpin lsidang, lmelancarkan ljalannya 

lpersidangan, lmembantu lkedua lbelah lpihak ldalam lmencarikebenaran, ltetapi 

ldalam lmemeriksa lperkara lperdata lhakim lharus lbersikap ltut lwuri. l 

Hakim lwajib lmengadili lseluruh lgugatan ldan ldilarang lmenjatuhkan 

lputusan latas lperkara lyang ltidak ldituntut latau lmengabulkan llebih ldari lpada 

lyang ldituntut( lPasal l178 layat l(2) ldan l(3) lHerziene lindonesisch lreglement, 

lPasal l189 layat l(2) ldan l(3) lRechtsreglement lBuitengeweenten). l l l 

3. Sifat lTerbukanya lPersidangan 

Pada lasas lini lsidang lpemeriksaan lpengadilan ladalah lterbuka luntuk 

lumum, lyang lberarti lsemua lorang ldibolehkan lhadir, ldan lmendengarkan 

lpemeriksaan ldi lpersidangan. lJadi ltujuan ldari lpada lasas lini luntuk lmemberika 

lperlindungan lhak-hak lasasi lmanusia ldalam lbidang lperadilan ldan llebih 

lmenjamin lobjektifitas ldari lproses lperadilan l ldengan 

lmempertanggungjawabkan lpemeriksaan lyang ljujur ldan ladil, ltidak lmemihak 

lserta lputusan lyang ladil lkepada lmasyarakat. 

4. Mendengar lKedua lBelah lPihak l 

Kedudukan lkedua lbelah lpihak lharus ldiperlakukan lsama, ltidak 

lmemeihak ldan ldidengar lsama-sama. lSeperti lyang ldimuat ldalam lpasal l4 layat 
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l(1) lUndang-Undang lNomor l48 ltahun l2009 ltentang lkekuasaan lkehakiman, 

lmengandung larti lbahwa lyang lberperkara lharus lsama-sama ldiperhatikan, 

lberhak latas lperlakuan lyang lsama ldan ladil lserta lmasing-masing lharus ldiberi 

lkesempatan luntuk lmemberi lpendapatanya.l

17
 

5. Putusan lHarus lDisertai lAlasan-alasan l 

Semua ldan lsetiap lputusan lharus lmemuat lalasan-alasan lputusan lyang 

ldijadikan ldasar luntuk lmengadili. lAlasan-alasan latau largument litu 

ldimaksudkan lsebagai lpertanggungjawaban lhakim lpada lputusannya lterhadap 

lmasyarakat, lpara lpihak, lpengadilan lyang llebih ltinggi ldan lilmu lhukum, 

lsehingga lkarenanya lmempunyai lnilai lyang lobyektif.
18

 

6. Beracara lDikenakan lBiaya 

Dalam lperkara lperdata, lbiasanya lperkara lperdata ltelah ldibayarkan 

ldiawal lpada lsaat lpenggugat lmendaftarkan lgugatanya lkepengadilan. lBesarnya 

ljumlah lbiaya lperkara lyang ldibebankan lterhadap lsuatu lperkara ldapat ldiketahui 

ldari lnilai lyang lharus ldibayarkan loleh lpenggugat lyang ltertera lpada lSurat 

lKuasa lUntuk lMembayar l(SKUM). lUntuk lbiaya lperkara lini lmeliputi lbiaya 

lkepaniteraan ldan lbiaya luntuk lpanggilan, lpemberitahuan lpara lpihak lserta 

lbiaya lmaterai. 

7. Tidak lAda lKeharusan lMewakilkan 

Ketentuan ldalam lPasal l123 lHerziene lIndonesisch lReglement l(HIR) 

ldan lPasal l147 lRechtsreglement lBuitengeweenten, lhanya lmenentukan lbahwa 
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lpara lpihak ldapat ldibantu latau ldiwakili loleh lkuasanya ljika lpara lpihak ltersebut 

lmenghendakinya.
19

 

8. Peradilan lYang lSederhana, lCepat lDan lBiaya lRingan 

Peradilan ldiselenggarakan ldengan lsederhana, lcepat ldan lbiaya lringan. 

lAsas lini ltercantum ldalam lPasal l2 layat l(4) lUndang-Undang lNomor l48 lTahun 

l2009 ltentang lKekuasaan lKehakiman. lSarwono lmenekankan lpada lkata 

l“sederhana” ldan l“cepat”. lApabila l“sederhana” ldan l“cepat” lsudah ldapat 

lditerapkan lmelalui ltidakan lteknis-konkrit lpersidangan lmaka lbiaya lyang lakan 

ldikeluarkan loleh lpara lpihak lakan lsemakin lringan. lDimaksud ldengan lasas 

lsederhana, lcepat ldan lbiaya lringan ladalah lhakim ldalam lmengadili lsuatu 

lperkara lharus lberusaha lsemaksimal lmungkin luntuk lmenyelesaikan lperkara 

ldalam ltempo lyang ltidak lterlalu llama.
20

 

B. lTinjauan lUmum lTentang lPembuktian lDalam lHukum lAcara lPerdata 

 l1. lPengertian lPembuktian ldalam lHukum lAcara lPerdata 

 lPembuktian ladalah ltahap lyang lsangat lpenting l ldalam lproses lsuatu lperkara, 

lkarena ldari lhasil lpembuktian lakan ldiketahui lapakah lgugatan lpenggugat latau 

lbantahan ltergugat lbenar latau ltidak. lDalam lpembuktian, lterdapat ldua lunsur lutama 

lyang lpenting, lyaitu lalat lbukti ldan lperaturan lpembuktian.
21

 

 lPembuktian ladalah lproses luntuk lmengungkap lfakta-fakta lyang lmenunjukkan 

lbahwa lsuatu lperistiwa latau ltindakan lhukum lbenar-benar lterjadi. lDengan lkata llain, 

lpembuktian ladalah lmetode luntuk lmemperjelas lsuatu lperkara ldi lhadapan lhakim, 
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 lBambang lSugeng, lSujayadi, lPengantar lHukum lAcara lPerdata l& lContoh 

lDokumen lLitigasi, l( lJakarta l: lPrenada lMedia lGroup, l2012), lhlm.4-6. l 
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 lSarwono, l2011, lHukum lAcara lPerdata, lSinar lGrafika, lJakarta, lhlm. l23-24 
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lsehingga lhakim ldapat lmengevaluasi lmasalah lyang ldialami lpenggugat ldan 

lmempertimbangkannya ldalam lmengambil lkeputusan.
22

 

 lHukum lpembuktian ldalam lHukum lAcara lPerdata lmemiliki lperan lyang lsangat 

lpenting. lHukum lacara latau lhukum lformal lbertujuan luntuk lmemelihara ldan 

lmempertahankan lhukum lmaterial. lSecara lformal, lhukum lpembuktian lmengatur 

lmengenai ltata lcara lpelaksanaan lpembuktian lsebagaimana ldiatur ldalam lHerziene 

lIndonesisch lReglement l(HIR) ldan lRechtsreglement lBuitengeweenten. lSedangkan 

lsecara lmateriil, lhukum lpembuktian lmengatur lapakah lbukti-bukti ltertentu ldapat 

lditerima ldalam lpersidangan lserta lmenentukan lkekuatan lpembuktian ldari lbukti-

bukti ltersebut.
23

 

Pembuktian ldalam lproses lpemeriksaan lperkara lperdata lberbeda ldengan 

lpembuktian ldalam lperkara lpidana. lDi lmana lhakim ldalam lpembuktian lperkara 

lperdata lbertujuan luntuk lmencari lkebenaran lformil, lyang ldiwujudkan lsesuai ldengan 

ldasar ldan lalasan, ljuga lfakta-fakta lyang ldiajukan loleh lpara lpihak lyang lbersengketa 

l(penggugat ldan ltergugat) lselama lproses lpersidangan. 

Menurut lR. lSubekti lbahwa lhukum lpembuktian lmemberikan laturan ltentang 

lbagaimana lberlangsungnya lsuatu lperkara ldimuka lHakim. lDan lmenurut lRiduan 

lSyahriani, lmenegaskan lbahwa lpembuktian ldalam lsuatu lperkara lsangat ldibutuhkan, 

lbaik litu ldalam lmemeriksa ldan lmengadili lsuatu lperkara lyang lmengandung lsengketa 

l(contentitia) lmaupun lperkara lyang ltidak lmengadung lsengketa latau lpermohonan 

l(Voluntair) ldimuka lpersidangan lpengadilan.
24
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Berdasarkan lpengertian lpembuktian ldi latas, ldapat ldisimpulkan l lPembuktian 

ladalah lupaya ldari lpihak-pihak lyang lterlibat luntuk lmenyampaikan lkepada lhakim 

lsebanyak lmungkin linformasi lterkait lsuatu lperkara. lTujuannya ladalah lagar 

linformasi ltersebut ldapat ldigunakan loleh lhakim lsebagai ldasar ldalam lmemutuskan 

lperkara lyang ldihadapinya. lDengan ladanya lpembuktian lyang ldiajukan loleh lkedua 

lbelah lpihak l(penggugat ldan ltergugat), lhakim ldapat lmenilai lkebenaran lsuatu 

lperistiwa lmelalui lpemeriksaan lbukti-bukti lyang ldisajikan lsecara lcermat, lsehingga 

lmemungkinkan lhakim luntuk lmemberikan lpenilaian lyang lobjektif lterhadap lbukti-

bukti ltersebut. 

2. lHal-Hal lPembuktian lDalam lHukum lAcara lPerdata 

1. lHal-hal lyang lHarus lDibuktikan l 

Sebagaimana lyang ltelah ldiketengahkan, lbahwa lyang lharus ldibuktikan ladalah 

lperistiwa ldan lbukan lhukumnya. lHukumnya ltidak lharus ldiajukan latau ldibuktikan 

loleh lpara lpihak, ltetapi lsecara lex loffico ldianggap lharus ldiketahui ldan lditerapkan loleh 

lhakim l(ius lcuria lnovit). lKetentuan lini ldapat ldisimpulkan ldari lpasal l178 layat l1 lHIR l( 

lPs. l189 layat l1 lRbg) ldan lPasal l50 layat l(1) lRv. lJadi lHakim ldalam lproses lperdata 

lterutama lharus lmenemukan ldan lmenentukan lperistiwanya latau lhubungan 

lhukumnya ldan lkemudian lmemperlakukan latau lmenerapkan lhukumnya lterhadap 

lperistiwa lyang ltelah lditetapkannya litu. l 

Peristiwa-peristiwa lyang ldikemukakan loleh lpenggugat ldan ltergugat lbelum 

ltentu lsemuanya lpenting lbagi lhakim lguna ldasar lpertimbangan ldaripada lputusannya. 

lPeristiwa peristiwa litu lmasih lharus ldisaring loleh lhakim, lharus ldipisahkan lmana 

lyang lpenting l(relevant lmaterial) lbagi lhukum ldan lmana lyang ltidak l(irrelevant, 

limmaterial). lPeristiwa lyang lrelevant litulah lyang lharus lditetapkan ldan loleh lkarena 
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litu lharus ldibuktikan. lSering ldikatakan, lbahwa ldalam lacara lperdata, lkebenaran lyang 

lharus ldicari loleh lhakim ladalah lkebenaran lformil, lberlainan ldengan ldalam lacara 

lpidana, ldi lmana lhakim lmencari lkebenaran lmateril.
25

 

2. lSiapa lyang l lmembuktian l 

Dalam lmencari lkebenaran lformal, lmaka lyang lmenetapkan latau lmengkonstatir 

lsuatu lperistiwa lyang lmenimbulkan lhubungan lhukum ladalah ltugas ldari lhakim. 

lPeristiwa litu lditetapkan latau ldikonstatir loleh lhakim lsetelah ldianggapnya lterbukti 

lbenar. lDalam lhal lini lyang lwajib luntuk lmembuktikan latau lmengajukan lalat-alat 

lbukti ladalah lyang lberkepentingan ldi ldalam lperkara latau lsengketa, lberkepentingan 

lbahwa lgugatannya ldikabulkan latau lditolak. lYang lberkepentingan ltidak llain ladalah 

lpara lpihak, lyaitu lpenggugat ldan ltergugat. lPara lpihaklah lyang lwajib lmembuktikan 

lperistiwa lyang ldisengketakan ldan lbukan lhakim. lHal lini ldapat ldilihat ldalam 

lketentuan lPasal l163 lHIR l(Ps. l283 lRbg) ldan l1865 lBurgelijkwetbook: l“barang lsiapa 

lyang lmengaku lmempunyai lsesuatu lhak, lharus lmembuktikan ladanya lhak latau 

lperistiwa litu”
26

 l( lPs. l178 layat l1 lHIR, l189 layat l1 lRbg, l50 layat l1 lRv). 

Serta lpasal l1865 lKUHPerdata lyang lberbunyi l“Setiap lorang lyang lmendalilkan 

lbahwa lia lmempunyai lsuatu lhak, latau lguna lmenegukkan lhaknya lsediri latau lpun 

lmembantah lsuatu lhak lorang llain lmaka lmenunjuk lsuatu lperistiwa, ldiwajibkan 

lmembuktikan ladanya lhak latau lperistiwa ltersebut.”
27
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Jadi ldalam lhal lini ldipisahkan lantara lyang lharus lmembuktikan latau lyang lharus 

lmengajukan lalat-alat lbukti, lyaitu lpara lpihak, ldan lyang lharus lmenyatakan lterbukti 

latau ltidaknya lsuatu lperistiwa, lyaitu lhakim.
28

 

3. lAlat lBukti lDalam lPembuktian lHukum lAcara lPerdata 

Alat lbukti lyang lbermacam-macam lbentuk ldan ljenis lnya, lyang lmampu 

lmemberikan lketerangan ldan lpenjelasan ltentang lmasalah lyang ldiperkarakan ldi 

lpengadilan. lHukum lpembuktian lyang lberlaku ldi lindonesia lsampe lsaat lini lmasih 

lberpegang lteguh lkepada ljenis lalat lbukti ltertentu lsaja. lMengenai lalat lbukti lyang 

ldiakui ldalam lhukum lacara lperdata ldiatur ldalam lPasal l1866 lKUHPerdata, lPasal l164 

lHIR, lyang lterdiri ldari: l 

1. Alat lBukti lTulisan/Surat 

Alat lbukti ltulisan ldiatur ldalam lPasal l138, l165, l167 lHerziene lIndonesisch 

lReglement ldan lPasal l164, l285-305 lRechtsreglement lBuitengeweenten, 

lStaatblaad l1867 lNo. l29 ldan lPasal l1867-1894 lBurgelikwetbook, ljuga ldalam 

lPasal l138-147 lReglement lop lde lBurgelijk lRechtsvordering). 

Alat lbukti ltertulis latau lsurat lialah lsegala lsesuatu lyang lmemuat ltanda-tanda 

lbacaan lyang ldimaksudkan luntuk lmencurahkan lisi lhati latau luntuk 

lmenyampaikan lbuah lpikiran lseseorang ldan ldipergunakan lsebagai 

lpembuktian. lDengan ldemikian lmaka lsegala lsesuatu lyang ltidak lmemuat 

ltanda-tandabacaan, latau lmeskipun lmemuat ltanda-tanda lbacaan lakan 

ltetapitidak lmengandung lbuah lpikiran, ltidaklah ltermasuk ldalam lpengertian 

lalat lbukti ltertulis latau lsurat. lPotret latau lgambar ltidak lmemuat ltanda-tanda 

lbacaan latau lbuah lpikiran, ldemikianpula ldenah latau lpeta, lmeskipun lada ltanda-
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tanda lbacaannya,tetapi ltidak lmengandung lsuatu lbuah lpikiran latau lisi lhati 

lseseorang. lAda lbeberapa lpendapat lmengenai lpengertian lalat lbukti ltulisan 

lantaralain: l 

1. Menurut lA. lPitlo: l“Alat lpembuktian ldengan lbentuk ltertulis lyang ldisebut 

ldengan lsurat ladalah lpembawa ltanda lbacaan lyang lberarti lmenerjemahkan 

lsuatu lisi lpikiran.”
29

 l 

2. Menurut lSudikno lMertokusumo: l“Alat lbukti ltertulis latau lsuarat lialah 

lsegala lsesuatu lyang lmemuat ltanda-tanda lbacaan lyang ldimaksudkan luntuk 

lmencurahkan lisi lhati latau luntuk lmenyampaiakan lbuah lpikiran lseseorang 

ldan ldigunakan lsebagai lpembuktian.”
30

 

3. Menurut lTeguh lSamudera: l“Surat ladalah lsuau lpernyataan lbuah lpikiran 

latau lisi lhati lyang ldiwujudkan ldengan ltanda-tanda lbacaan ldan ldimuat 

ldalam lsuatu lbenda.”
31

 

4. Menurut lH. lRiduan lSyahrani: l“Alat lbukti ltulisan lialah lsegala lsesuatu lyang 

lmemuat ltanda-tanda lbacaan lyang ldapat ldimengerti ldan lmengandung lsuatu 

lpikiran ltertentu.”
32

 

Dari lbeberapa lpengertian ldiatas ldapat lditarik l lkesimpulan lbahwa lalat lbukti 

ltulisan ladalah lsegala lsesuatu lyang lmemuat ltanda-tanda lbacaan lyang lmerupakan 

lbuah lpikiran latau lisi lhari ldari lorang lyang lmembuatnya. lMaka lsurat lyang ldijadikan 

lalat lpembuktian lditekankan lpada ladanya ltanda-tanda lbacaan lyang lmenyatakan 

lbuah lpikiran. lAkta ldapat ldibagi l ldua lmacam lyaitu l: 
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a. Akta lautentik; l 

Akta lautentik ladalah lAkta lyang ldibuat lberdasarkan lundang-undang ldan 

ldibuat ldihadapan lpejabat lumum lyang lberwenang lcontohnya lNotaris, lCamat. 

 lMenurut lR. lSubekti, lakta lberbeda ldengan lsurat, lyaitu lsuatu ltulisan lyang 

lmemang ldengan lsengaja ldibuat luntuk dijadikan lbukti ltentang lsuatu lperistiwa 

ldan lditandatangani. lKata lakta ldalam lPasal l108 lKUHPerdata ltersebut ldi 

latasbukanlah lberarti lsurat lmelainkan lharus ldiartikan ldengan lperbuatan 

lhukum, lberasal ldari lkata l“acta” lyang ldalam lbahasa lPerancis lberarti 

lperbuatan.
33

 

b. Akta ldibawa ltangan; 

Akta ldi lbawah ltangan lialah lakta lyang lsengaja ldibuat luntuk lpembuktian 

loleh lpara lpihak ltanpa lbantuan ldari lseorang lpejabat. lJadi lsemata-mata ldibuat 

lantara lpara lpihak lyang lberkepentingan. 

Menurut lSudikno lMertokusumo, lakta ldi lbawah ltangan ladalah lakta lyang 

lsengaja ldibuat luntuk lpembuktian loleh lpara lpihak ltanpa lbantuan lseorang 

lpejabat.
34

 

2. Alat lBukti lKesaksian 

Kesaksian ladalah lkepastian lyang ldiberikan lkepada lhakim ldi lpersidangan 

ltentang lperistiwa lyang ldipersengketakan ldengan ljalan lpemberitahuan lsecara llisan 

ldan lpribadi loleh lorang lyang lbukan lsalah lsatu lpihak ldalam lperkara, lyaitu ldipanggil 

ldalam lpersidangan.
35

 

Alat lbukti lkesaksian ldiatur ldalam lpasal l139-152, l168-172 lHIR ldan l1902- 

l1912 lBW. lKesaksian ladalah lkepastian lyang ldiberikan lkepada lhakim ldipersidangan 
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ltentang lperistiwa lyang ldipersengketakan ldengan ljalan lpemberitahuan lsecara llisan 

ldan lpribadi loleh lorang lyang lbukan lsalah lsatu lpihak ldalam lperkara, lyang ldipanggil 

ldalam lpersidangan. lJadi, lketerangan lyang ldiberikan loleh lseorang lsaksi lharuslah 

lkejadian lyang ltelah lia lalami lsendiri, lsedangkan lpendapat latau ldugaan lyang 

ldiperoleh lsecara lberfikir ltidaklah ltermasuk ldalam lsuatu lkesaksian. 

Menurut lG.W.Patton lalat lbukti lbersifat loral ladalah lalat lbukti lyang ldiucapkan 

lsecara llisan, ltermasuk lkesaksian ldan lsumpah. l

36
 

3. Alat lBukti lPersangkaan 

Menurut lProf. lSubekti, lPersangkaan ladalah lsuatu lkesimpulan lyang ldiambil 

ldari lsuatu lperistiwa lyang lsudah lterang ldan lnyata.l

37
 Hal lini lsejalan ldengan 

lpengertian lyang ltermaktub ldalam lPasal l1915 lKUHPerdata: l“Persangkaan ladalah 

lkesimpulan lyang loleh lUndang-Undang latau loleh lhakim lditarik ldari lsuatu lperistiwa 

lyag ldiktetahui lumum lke larah lsuatu lperistiwa lyang ltidak ldiketahui lumum”. 

lPersangkaan ldibagi lmenjadi ldua lmacam lyaitu lsebagai lberikut: 

1. Persangkaan lUndang-Undang l(wattelijk lvermoeden); lSuatu lperistiwa lyang 

loleh lUndang-Undang ldisimpulkan lterbuktinya lperistiwa llain. 

2. Persangkaan lHakim l(rechtelijk lvermoeden); lSuatu lperistiwa lyang loleh lhakim 

ldisimpulkan lmembuktikan lperistiwa llain. l 

Ketentuan lpasal l164 lHerziene lIndonesich lReglement, lPasal l284 

lRechtsreglement lBuitengeweenten ldan lPasal l1866 lBurgelikwetbook, lmenentukan 

lbahwa lsebagai lalat lbukti lsetelah lbukti lsaksi ladalah lpersangkaan-persangkaan 

l(vermoedens,presumptions). 
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Persangkaan litu lsesungguhnya lbukanlah lmerupakan lalat lbukti lkarena lyang 

ldipakai lsebagai lalat lbukti lsebetulnya lbukan lpersangkaan litu lsendiri, lmelainkan lalat-

alat lbukti llainnya, lsehingga lsebagai lalat lbukti ldi lsamping lalat-alat lbukti llainnya, 

lsehingga lsebagai lalat lbukti ldi lsamping lalat-alat lbukti llainnya ldapat lditinggalkan.
38

 

Persangkaan ldapat ldibagi lmenjadi l2 l(dua) lmacam lyaitu: l 

1) Persangkaan lBerdasarkan lkenyataan l(feitelijke latau lrechterlijke lvermoedens, 

lpraesumptiones lfacti), lyaitu: lHakimlah lyang lmemutuskan lberdasarkan 

lkenyataannya, lapakah lmungkin ldan lsampai lberapa ljauhkah lkemungkinannya 

luntuk lmembuktikan lsuatu lperistiwa ltertentu ldengan lmembuktikan lperistiwa 

llain. 

2) Persangkaan lBerdasarkan lHukum/Undang-Undang l(Wettelijke latau 

lrechtsvermoedens, lpraesumptiones ljuri) lyaitu: lMaka lUndang-Undang llah 

lyang lmenetapkan lhubungan lantara lperistiwa lyang ldiajukan ldan lharus 

ldibuktikan ldengan lperistiwa lyang ltidak ldiajukan. lPersangkaan ldalam lHukum 

lini ldapat ldibagi llagi lmenjadi l2 l(dua) ljenis lyaitu: l 

a. Praesumtiones ljuris ltantum, lyiatu lpersangkaan lberdasarkan lhukum lyang 

lmemungkinkan ladanya lpembuktian llawan. l 

b. Praesumtiones ljuris let lde ljure, lyaitu lpersangkaan lberdasarkan lhukum lyang 

ltidak lmemungkinkan lpembuktian llawan. l l 

4. Alat lBukti lPengakuan l l 

Pengakuan l(bekentenis lconfession) ldiatur ldalam lPasal l174, l175, l176 lHerziene 

lIndonesisch lReglement, lPasal l311, l312, l313 lRechtsreglement lBuitengeweenten ldan 

lPasal l1923-1928 lBurgelijkwetbook. lPengakuan ldapat ldiberikan ldi lmuka lhakim ldi 
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lpersidangan latau ldi lluar lpersidangan. lPengakuan ldi lmuka lhakim ldi lpersidangan 

l(gerechtelijke lbekentenis) lmerupakan lketerangan lsepihak, lbaik ltertulis lmaupun 

llisan lyang ltegas ldan ldinyatakan loleh lsalah lsatu lpihak ldalam lperkara ldi lpersidangan, 

lyang lmembenarkan lbaik lseluruhnya latau lsebagian ldari lsuatu lperistiwa, lhak latau 

lhubungan lhukum lyang ldiajukan loleh llawannya, lyang lmengakibatkan lpemeriksaan 

llebih llanjut loleh lhakim ltidak lperlu llagi. l 

Pengakuan lmerupakan lketerangan lsepihak, lkarena ltidak lmemerlukan 

lpersetujuan ldari lpihak llawan. lPengakuan lmerupakan lpernyataan lyang ltegas, lkarena 

lpengakuan lsecara ldiam-diam ltidaklah lmemberi lkepastian lkepada lhakim ltentang 

lkebenaran lsuatu lperistiwa, lpada lhal lalat lbukti ldimaksudkan luntuk lmemberi 

lkepastian lkepada lhakim luntuk lkebenaran lsuatu lperistiwa. lDalam lhal lini lHIR ltidak 

lselalu lmenunjukkan lpendirian lyang ltetap: lpada lsuatu lketika lpengakuan lsecara 

ldiam-diam lditerima, ltetapi lpada lsaat llain lmenolak lpengakuan lsecara ldiam-diam.
39

 

Selanjutnya lditentukan ldalam lPasal l1926 lBW, lbahwa lpengakuan ldi lmuka 

lhakim ldi lpersidangan ltidak ldapat lditarik lkembali, lkecuali lkalau lterbukti lbahwa 

lpengakuan litu ladalh lakibat ldari lsuatu lkesesatan latau lkekeliruan lmengenai lhal-hal 

lyang lterjadi. lDengan lalasan lseolah-olah lorang lyang lmelakukan lpengakuan lkeliru 

ltentang lhal lhukumnya, lsuatu lpengakuan ltidak ldapat lditarik lkembali. 

5. Alat lBukti lSumpah 

Sumpah ladalah lsuatu lpernyataan lyang lhikmat lyang ldiberikan latau ldi lucapkan 

lpada lwaktu lmemberi ljanji latau lketerangan ldengan lmengikat lakan lsifat lmaha lkuasa 

ldaripada lTuhan, ldan lpercaya lbahwa lsiapa lyang lmemberi lketerangan latau ljanji lyang 
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ltidak lbenar lakan ldihukum lolehnya. lJadi lpada lhakekatnya lsumpah lmerupakan 

ltindakan lyang lbersifat lreligius lyang ldigunakan ldalam lperadilan. l 

Dalam lhukum lacara lperdata, lpara lpihak lyang lbersengketa ltidak lboleh 

ldidengar lsebagai lsaksi. lWalaupun lpara lpihak ltidak ldapat ldidengar lsebagai lsaksi, 

lnamun ldibuka lkemungkinan luntuk lmemperoleh lketerangan ldari lpara lpihak ldengan 

lditeguhkan ldengan lsumpah lyang ldimasukkan ldalam lgolongan lalat lbukti. 

Yahya lHarahap ldalam lHukum lAcara lPerdata ltentang lGugatan, lPersidangan, 

lPenyitaan, lPembuktian, ldan lPutusan lPengadilan lMenerangkan lbahwa lsumpah 

lsebagai lalat lbukti lhukum lacara lperdata ladalah lsuatu lketerangan latau lpernyataan 

lyang ldikuatkan latas lnama lTuhan, ldengan ldua ltujuan lyaitu lpertama, lagar lorang lyang 

lbersumpah ldalam lmemberikan lketerangan latau lpernyataan litu ltakut latas lmurka 

lTuhan lapabila ldia lberbohong. lKedua, lTakut lkepada lmurka latau lhukuman lTuhan 

ldianggap lsebagai ldaya lpendorong lbagi lyang lbersumpah luntuk lmenerangkan lyang 

lsebenarnya.
40

 l 

Dalam lHIR lmenyebutkan l3 l(tiga) lmacam lsumpah lsebagai lalat lbukti lyaitu l: l 

a. Sumpah lSupletoir/pelengkap( lPasal l155 lHIR) 

Sumpah lSupletoir ladalah lsumpah lyang ldiperintahkan loleh lhakim lkarena 

ljabatannya lkepada lsalah lsatu lpihak luntuk lmelengkapi lpembuktian lperistiwa 

lyang lmenjadi lsengketa lsebagai ldasar lputusannya. 

b. Sumpah lAestimatoir/Penaksir l( lPasal l155 lHIR) l 

Sumpah lAestimatoir ladalah lSumpah lyang ldiperintahkan loleh lhakim 

lkarena ljabatnnya lkepada lpenggugat lunruk lmenentukan ljumlah luang lganti 

lkerugian. 
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c. Sumpah lDecisioir/pemutusan l( lPasal l156 lHIR) l 

Sumpah lDecisioir ladalah lSumpah lyang ldibebankan latas lpermintaan lsalah 

lsatu lpihak lkepada llawannya.Berlainan ldengan lsumpah lSupletoir, lmaka 

lsumpah lDecisioir, lini ldapat ldibebankan lmeskipun ltidak lada lpembuktian lsama 

lsekali, lsehingga lsumpah lDecisioir, lini ldapat ldilakukan lsetiap lsahat lselama 

lpemeriksaan ldi lpersidangan. 

 l 
 l l 
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BAB lIII 

METODE lPENELITIAN 

A. lRuang lLingkup lPenelitian l 

Berdasarkan luraian llatar lbelakang ldan lrumusan lmasalah lyang ltelah ldisebutkan ldiatas lmaka 

lpenulis lmembatasi lruang llingkup lpenelitian. lAda lpun lruang llingkup lpenelitian lini ladalah 

lBagaimana lkekuatan lhukum lpembuktian ldi lpersidangan ldalam lpenyelesaian lperkara lperdata 

lsengketa ltanah lberdasarkan lhukum lacara lperdata. lDan lbagaimana ldasar lpertimbangan lhakim 

ldalam lmenilai lkekuatan lhukum lpembuktian ldi lpersidangan ldalam lpenyelesaian lperkara lperdata 

lsengketa ltanah lstudi lputusanNomor l25/Pdt.G/2020/PN lSdk. 

B. lJenis lPenelitian 

 Adapun ljenis lpenelitian lyang ldigunakan ldi ldalam lpenelitia lini ladalah lpenelitian lyuridis lnormatif. 

lPenelitian lYuridis lNormatif ladalah lpenelitian lhukum lkepustakaan lyang ldilakukan ldengan lcara 

lmeneliti lbahan-bahan lkepustakaan, lyang lberpatokan lpada lnorma-norma lhukum lyang lterdapat 

ldalam lperaturan lperundang-undangan.
41

 

C. lMetode lPendekatan 

 Adapun lmetode lpendekatan lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lsebagai lberikut: l 

1. Pendekatan lPerundang-Undangan l(Statute lApproach) 

Pendekatan lPerundang-Undangan latau lstatute lapproach ladalah lpendekatan lyang 

ldilakukan ldengan lcara lmenelaah lsemua lperaturan lundang-undang lserta lregulasi lyang 

lterkait ldengan lisu lhukum lyang lsedang ldi lteliti. lAdapun lpendekatan l lperundang-undangan 

lyang ldilakukan loleh lpenulis ladalah lPeraturan lPerundang-Undangan lyang lberkaitan lerat 

                                                           
41

 lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMahmudji, lPenelitian lHukum lNormatif, lSuatu lTinjauan lSingkat, 

lJakarta lRaja lGrafindo lPersada, l2003, lhlm. l13 



31 

 

ldengan lkekuatan lhukum lpembuktian ldipersidangan ldalam lpenyelesaian lsengketa ltanah 

lsebagaimana ldiatur ldalam lHukum lAcara lPerdata. 

2. Pendekatan lKasus l(Case lApproach) 

Pendekatan lini ldilakukan ldengan lcara lmelakukan ltelaah lterhadap lkasus-kasus lyang 

lberkaitan lterhadap lisu lyang ldihadapi lyang ltelah lmenjadi lputusan ldan lmemperoleh 

lkekuatan lhukum ltetap. lDalam lpendektan lini lpenulis lakan lmenelaah l lPutusan lNomor l: 

l25/Pdt.G/2020/PN lSdk. 

D. lSumber lBahan lHukum l 

Adapun lsumber lbahan lhukum lyang ldigunakan ldalam lpeneltian lini ladalah: 

1. Bahan lHukum lPrimer 

Bahan lhukum lprimer ladalah lbahan lhukum lyang lbersifat lotoritas.
42

 lDimana ldalam 

lhal lini lbahan lhukum lprimer lyaitu lterdiri ldari lperaturan lperundang-undangan, lputusan 

lpengadilan ldan lcatatan-catatan lresmi lnegara. lMaka ldari litu lbahan lhukum lprimer lyang 

ldigunakan loleh lpenulis lsebagai lberiku: 

1) HIR l(Het lHerziene lindonesusch lReglement latau lReglemen lIndonesia lBaru, lStaatsblad 

l1941 l lNo. l44) 

2) RBG l(Rechtsreglement lvoor lde lBuitengewesten, lStaatsblad l1927 lNo. l227) 

3) Kitab lUndang-Undang lHukum lPerdata l(KUHPerdata) 

4) Kitab lUndang-Undang lHukum lAcara lPerdata l(KUHAPerdata) 

5) Putusan lNo. l25/Pdt.G/2020/PN lSdk 

2. Bahan lHukum lSekunder l 
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Bahan lHukum lSekunder ladalah lBahan lhukum lyang ldapat lmemberikan lpenjelasan 

lterhadap lbahan lprimer. lBahan lhukum lprimer lyang ldigunakan lyaitu lbuku-buku,literatur-

literatur ldan lhasil lpeneliti lyang lterkait ldengan lskripsi lini. 

3. Bahan lHukum lTersier 

Bahan lHukum lTersier lyaitu lBahan lhukum lyang lmemberikan lpetunjuk, lpenjelasan 

lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lsekunder. lBahan lhukum ltersier lyang ldigunakan lyaitu 

lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, lKamus lHukum ldan lEsiklopedia. 

E. lMetode lPengumpulan lData l 

 Ada lpun lmetode lpengumpulan ldata lyang ldigunakn ldalam lpenelitian lini ladalah lstudi ldokumen 

lyang ldilakukan ldengan lpenelusuran lliteratu-literatur lyang lberkaitan ldengan lpenelitian lini. lDan 

lstudi lputusan lNomor l25/Pdt.G/2020/PN lSdk lyang lberkaitan ldengan lskripsi lini. l 

F. lMetode lAnalisis lData 

 Metode lAnalisi lData lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lmetode lanalisis lkualitatif. 

lMetode lini ldigunakan lterhadap lpenjelasan ldata lyang ldigunakan, lada lpun ldata lyang ldimaksud lyakni 

ldalam lhal lpenjelasan lterhadap ldata lstudi lkepustakaan lyakni lleteratur lyang lberkaitan ldengan 

lpermasalahan lpeneliti lyang lkemudian ldi lkumpulkan ldan ldisusun lsecara lsistematis. l 

 

 


